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Abstract: This study investigates the policy and implementation of special autonomy in West Papua Daya 

Province, a newly established province resulting from the division of West Papua Province.  The research 

analyzes the prevailing special autonomy policy, examines its on-the-ground implementation, and evaluates its 

impact on the region's social, economic, and cultural development. Employing a qualitative methodology with a 

case study approach, data were collected through in-depth interviews with key stakeholders, participatory 

observation, and document analysis.  The findings illuminate several challenges and opportunities inherent in 

the implementation of special autonomy in West Papua Daya Province, and offer policy recommendations 

aimed at improving the effectiveness and long-term sustainability of the special autonomy program 
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Abstrak: Penelitian ini mengkaji kebijakan dan implementasi otonomi khusus di Provinsi Papua Barat Daya, 

sebuah provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua Barat.  Penelitian ini menganalisis kebijakan otonomi 

khusus yang berlaku, mengkaji implementasi di lapangan, dan mengevaluasi dampaknya terhadap pembangunan 

sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut. Dengan menggunakan metodologi kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, 

observasi partisipatif, dan analisis dokumen.  Temuan ini menjelaskan beberapa tantangan dan peluang yang 

melekat dalam penerapan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat Daya, dan menawarkan rekomendasi 

kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program otonomi khusus dalam 

jangka panjang. 

Kata Kunci:Otonomi Khusus, Provinsi Papua Barat Daya, Implementasi Kebijakan, Pembangunan Daerah, 

Kesejahteraan Masyarakat 

 

Pendahuluan  

Provinsi Papua Barat Daya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2022 tentang Provinsi Papua Barat Daya. Pembentukan provinsi ini merupakan bagian dari 

upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Papua.  Otonomi khusus diberikan dengan harapan dapat memberikan 

kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam 

dan pemerintahan, sehingga pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat lokal. Namun, implementasi otonomi khusus di daerah-daerah terpencil dan 

memiliki karakteristik khusus seperti Papua Barat Daya seringkali menghadapi berbagai 

tantangan. 

Otsus di Papua, yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui berbagai program 

pembangunan dan penguatan pemerintahan daerah.  Namun, implementasi Otsus selama 

bertahun-tahun telah menuai beragam kritik dan evaluasi, mulai dari masalah pengelolaan 

keuangan hingga partisipasi masyarakat.  Pembentukan Papua Barat Daya sebagai provinsi 

baru menghadirkan konteks baru dalam implementasi Otsus, sekaligus peluang untuk 

memperbaiki kekurangan dan meningkatkan efektivitas program. 

Provinsi Papua Barat Daya mewarisi kebijakan Otsus dari Provinsi Papua Barat, 

namun dengan tantangan dan konteks yang spesifik.  Wilayah ini memiliki karakteristik 

geografis yang unik, dengan aksesibilitas yang terbatas dan keragaman budaya yang tinggi.  

Kondisi ini menuntut strategi implementasi Otsus yang adaptif dan responsif terhadap 

kebutuhan lokal.  Penelitian ini, oleh karena itu, bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan 

implementasi Otsus di Papua Barat Daya, dengan fokus pada tantangan, peluang, dan 

implikasinya terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut.  
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Analisis akan mencakup kajian mendalam terhadap regulasi yang berlaku, proses 

implementasi di lapangan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.  Hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan kebijakan dan strategi 

pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Papua Barat Daya. 

Latar belakang utama pemberian otonomi khusus dimaksud adalah untuk 

mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Selain itu, otonomi khusus diberikan dalam rangka untuk mengakui dan 

menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa; 

memberikan penghargaan atas kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya 

masyarakat Papua; serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dan penyelenggaraan 

pemerintahan dapat mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat agar tidak lagi ada 

kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lainnya. 

Pemberian otonomi khusus bagi Papua dilakukan pada momentum yang tepat, yaitu 

saat orde reformasi dan ketika ada tuntutan masyarakat Papua untuk mengembalikan nama 

Provinsi Irian Jaya menjadi Papua. Pada saat itu, pemerintah bertekad untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang lebih baik, misalnya pengakuan terhadap eksistensi hak adat, penghormatan 

terhadap hak asasi manusia (HAM) serta penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Hal 

tersebut sejalan dengan tujuan dari kebijakan otonomi khusus (Otsus) Papua, yaitu 

memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi provinsi di Papua untuk menyelenggarakan 

pemerintahan secara khusus serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pemanfaatannya 

bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Kebijakan otsus juga menempatkan orang asli papua 

(OAP) sebagai subyek utama sekaligus sebagai obyek dalam pelaksanaan pembangunan di 

Papua. 

Saat ini UU Nomor 21 Tahun 2001 telah diubah sebanyak dua kali, pertama dengan 

UU Nomor 35 Tahun 2008 dan UU Nomor 2 Tahun 2021. Perubahan pertama UU Otsus 

Papua Tahun 2008 adalah dalam rangka mengakomodasi pembentukan Provinsi Papua Barat 

serta menghapus ketentuan pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh dewan perwakilan 

rakyat daerah (DPRD), sehingga pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Papua dilakukan 

sama seperti daerah lainnya, yaitu melalui pemilihan langsung. Perubahan UU Otsus Papua 

kedua tahun 2021 dilakukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan-kebijakan otsus Papua 

khususnya mengenai pelaksanaan kewenangan khusus, penyelenggaraan pemerintahan di 

Papua, dan kebijakan pemberian dana otsus serta perbaikan tata kelola dana otsus. Sebagai 

pelaksanaan lebih lanjut atas UU Otsus Papua, telah disusun Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Kebijakan Otonomi Khusus 

Papua (PP Kewenangan Papua) dan PP Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, 

Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka 

Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 

Kewenangan Khusus Papua, Kewenangan yang dimiliki oleh daerah, baik provinsi 

maupun kabupaten/kota secara umum telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang, serta dijabarkan dalam pembagian urusan konkuren yang terdapat dalam 

lampirannya. Khusus untuk daerah di Papua, diberi kewenangan khusus yang diatur tersendiri 

baik di UU Otsus Papua maupun PP Kewenangan Papua. 

Dalam UU Otsus Papua maupun PP Kewenangan Papua, kewenangan provinsi 

mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan absolut 

pemerintah dan kewenangan pemerintah terkait kebijakan perencanaan pembangunan; dana 

perimbangan; sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara; kewenangan 

pembinaan sumber daya manusia; dan pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi 
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tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional. Kewenangan khusus yang 

diberikan meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, perekonomian, 

kependudukan dan ketenagakerjaan, serta pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. 

Rincian kewenangan khusus bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Papua 

tercantum dalam lampiran PP Kewenangan Papua. 

Dalam rangka melaksanakan amanat pasal-pasal tertentu dalam UU Otsus, 

pemerintahan daerah provinsi membentuk peraturan daerah khusus (perdasus) Papua. Selain 

perdasus, juga terdapat peraturan daerah provinsi (perdasi) yang merupakan perda provinsi 

pada umumnya. Perdasus dan perdasi ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua 

(DPRP) melalui rapat paripurna, dan selanjutnya ditandatangani oleh gubernur. Beberapa 

kewenangan khusus yang diamanatkan untuk diatur dalam perdasus yaitu: pemberian 

pertimbangan oleh gubernur terhadap perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah 

terkait Provinsi Papua; pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP); 

pembagian penerimaan bagi hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam antara provinsi 

dan kabupaten/kota; serta usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan 

sumber daya alam. Sedangkan beberapa kewenangan yang diamanatkan untuk diatur dalam 

perdasi antara lain: tata cara penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD) provinsi, perubahan dan perhitungan, serta pertanggungjawaban dan 

pengawasan terhadap APBD provinsi; pembentukan perangkat daerah; pembentukan, struktur 

organisasi, dan tata kerja pemerintahan distrik; serta kebijakan mengenai kepegawaian 

provinsi. 

 

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.  Data 

dikumpulkan melalui: 

• Wawancara mendalam:  Wawancara akan dilakukan dengan berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi 

masyarakat sipil, dan masyarakat setempat. 

• Observasi partisipatif:  Peneliti akan melakukan observasi langsung di lapangan untuk 

melihat implementasi kebijakan otonomi khusus secara nyata. 

• Studi dokumen:  Dokumen-dokumen yang relevan, seperti peraturan daerah, laporan 

pemerintah, dan dokumen perencanaan pembangunan, akan dianalisis untuk melengkapi 

data. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Kebijakan Otonomi Khusus:  Analisis Terhadap isi dan Substansi Kebijakan Otonomi 

Khusus yang Berlaku di Papua Barat Daya 

A. Kebijakan Otonomi Khusus di Papua Barat Daya: Analisis Isi dan Substansi 

Provinsi Papua Barat Daya, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2022, mewarisi dan sekaligus memodifikasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang 

sebelumnya berlaku di Provinsi Papua Barat.  Implementasi Otsus di Papua Barat Daya masih 

menghadapi berbagai tantangan. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, 

peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan potensi 

konflik menjadi hal krusial untuk keberhasilan Otsus.  Evaluasi berkelanjutan dan adaptasi 

kebijakan menjadi kunci keberhasilan Otsus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan memperkuat pembangunan di Papua Barat Daya.  Penelitian lebih lanjut diperlukan 

untuk memantau implementasi Otsus dan melakukan evaluasi dampaknya secara berkala. 

Analisis isi dan substansi kebijakan Otsus di Papua Barat Daya perlu dilakukan untuk 

memahami kerangka hukum, kewenangan, dan mekanisme yang mengatur pemerintahan dan 

pembangunan di provinsi ini. 
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B. Landasan Hukum Otonomi Khusus 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 menjadi landasan hukum utama Otsus di 

Papua Barat Daya.  Undang-undang ini secara eksplisit mengatur pembentukan provinsi baru 

dan penerapan Otsus.  Namun, detail implementasi Otsus banyak diatur dalam peraturan 

pemerintah, peraturan daerah, dan kebijakan turunan lainnya.  Analisis menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa pasal yang masih bersifat umum dan memerlukan peraturan pelaksana 

yang lebih rinci untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman operasional yang jelas 

bagi pemerintah daerah.  Kejelasan regulasi sangat krusial untuk mencegah potensi konflik 

dan memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan. 

C. Tentang Perdasus 

Tentang Perdasus Kebijakan otonomi khusus merupakan penyerahan kekuasaan 

pemerintah (desentralisasi) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat 

otonom dalam penyelenggaraan asas otonomi daerah. Dengan menempatkankan masyarakat 

asli papua sebagai objek utama dalam pemberian kebijakan tersebut. namun dengan undang-

undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan suatu 

kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan 

pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua agar dapat setara dengan daerah lain.dengan 

adanya undang-undang ini diharapkan untuk menjadi solusi bagi orang papua yang selama ini 

ketertinggalan oleh pembangunan, dianggap masih belum mampu memberikan kesan yang 

baik bagi masyarakat papua yaitu masih ada persoalan pemenuhan rasa keadilan bagi 

masyarakat papua, belum tercapainya kesejahteraan, dan belum adanya penghormatan hak 

asasi manusia (HAM). Otonomi Daerah yang diharapkan mampu memberikan masyarakat 

papua menjadi semakin Berdaya bukan terpedaya, karena realita yang terjadi yaitu 

masyarakat papua masih tetap mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan/kesehatan 

dan juga tingkat kesejahteraan yang bia dikatakan belum layak, terutama pada daerah 

pedalam papua. 

D. Kewenangan Pemerintah Daerah: 

Otsus memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, 

terutama dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), pemerintahan dan keuangan daerah, 

serta budaya dan adat istiadat.  Analisis menunjukkan bahwa kewenangan tersebut masih 

memerlukan pengaturan yang lebih detail dan operasional.  Contohnya, mekanisme 

pembagian pendapatan dari SDA antara pemerintah pusat dan daerah perlu dirumuskan 

secara jelas dan transparan untuk mencegah potensi konflik dan memastikan keadilan dalam 

pembagian keuntungan.  Begitu pula dengan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan 

daerah, perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah potensi 

penyimpangan.  Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan mengenai pelibatan masyarakat 

adat dalam pengelolaan SDA dan pengambilan keputusan masih memerlukan penguatan. 

E. Mekanisme Implementasi: 

Analisis terhadap mekanisme implementasi Otsus menunjukkan beberapa tantangan.  

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan untuk memastikan 

sinkronisasi kebijakan dan program.  Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 

pengawasan program Otsus juga masih perlu ditingkatkan melalui mekanisme yang lebih 

inklusif dan efektif.  Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otsus juga 

memerlukan penguatan melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan partisipatif.  

Penelitian menemukan bahwa sistem pelaporan dan monitoring yang terintegrasi masih perlu 

dikembangkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana 

Otsus. 

F. Isu-isu Krusial: 

Beberapa isu krusial yang dihadapi dalam implementasi Otsus di Papua Barat Daya meliputi: 



965 

 

1. Kesiapan Aparatur:  Kesiapan aparatur pemerintah dalam mengelola kewenangan yang 

diberikan masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas. 

2. Keterbatasan Infrastruktur:  Keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, 

menghambat implementasi program Otsus. 

3. Potensi Konflik:  Potensi konflik terkait pembagian sumber daya dan pengelolaan 

pemerintahan perlu diantisipasi dan dikelola secara efektif. 

Implementasi Kebijakan:  Evaluasi terhadap proses implementasi kebijakan di 

lapangan, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi 

dokumen, berikut disajikan hasil dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan 

Otonomi Khusus (Otsus) di Papua Barat Daya.  Penelitian ini menemukan beberapa temuan 

penting terkait proses implementasi, kendala, dan tantangan yang dihadapi. 

1. Temuan Mengenai Proses Implementasi: 

a. Tahap Awal yang Kompleks:  Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya menghadapi 

kompleksitas dalam tahap awal implementasi Otsus.  Pembentukan birokrasi, penyusunan 

regulasi, dan perencanaan program membutuhkan waktu dan koordinasi yang intensif.  

Proses ini terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. 

b. Keterlibatan Masyarakat Terbatas:  Meskipun terdapat upaya untuk melibatkan 

masyarakat dalam perencanaan program Otsus, partisipasi masyarakat masih terbatas.  

Akses informasi yang terbatas dan kesenjangan kapasitas antara masyarakat dan 

pemerintah daerah menjadi kendala utama.  Banyak masyarakat belum memahami secara 

detail isi dan substansi kebijakan Otsus. 

c. Kinerja Aparatur yang Masih Perlu Diperbaiki:  Kapasitas dan kapabilitas aparatur 

pemerintah di Papua Barat Daya masih perlu ditingkatkan.  Keterbatasan pelatihan dan 

pengalaman dalam mengelola dana Otsus serta kewenangan yang baru menjadi tantangan.  

Hal ini berdampak pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang 

kurang efektif. 

d. Alokasi Dana Belum Optimal:  Alokasi dana Otsus masih belum optimal dalam 

menjangkau seluruh wilayah dan kebutuhan masyarakat.  Prioritas pembangunan belum 

sepenuhnya tertuju pada isu-isu strategis yang mendesak, seperti infrastruktur dasar, 

kesehatan, dan pendidikan.  Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana juga 

masih perlu ditingkatkan. 

2. Kendala dan Tantangan 

a. Keterbatasan Infrastruktur:  Keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, 

menjadi kendala utama dalam implementasi Otsus.  Akses jalan, komunikasi, dan listrik 

yang terbatas menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik. 

b. Sumber Daya Manusia yang Terbatas:  Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya 

manusia, baik di pemerintahan maupun di masyarakat, menjadi penghambat utama.  Hal 

ini menyebabkan kurangnya kapasitas untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi 

program Otsus. 

c. Koordinasi Antar Lembaga yang Lemah:  Koordinasi antar lembaga pemerintah, baik di 

tingkat pusat maupun daerah, masih lemah.  Hal ini menyebabkan tumpang tindih 

program dan kurangnya sinergi dalam pelaksanaan Otsus.  

d. Kesenjangan Informasi:  Kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat 

menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang program Otsus.  Hal ini 

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pengawasan. 

e. Potensi Konflik:  Potensi konflik horizontal dan vertikal masih ada, terutama terkait 

pembagian sumber daya dan pengelolaan pemerintahan.  Hal ini membutuhkan strategi 

khusus untuk mencegah dan mengelola konflik.  
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Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa implementasi Otsus di Papua Barat Daya 

masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan.  Keberhasilan Otsus sangat bergantung 

pada kesiapan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar lembaga.  

Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat utama.  

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi kendala dan 

tantangan tersebut. 

Implementasi Otsus di Papua Barat Daya masih dalam tahap awal dan menghadapi 

berbagai tantangan.  Penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur, 

partisipasi masyarakat yang lebih inklusif, dan koordinasi yang lebih efektif antar lembaga.  

Perhatian khusus juga perlu diberikan pada pembangunan infrastruktur dan pengelolaan 

sumber daya alam yang berkelanjutan.  Evaluasi berkelanjutan dan adaptasi kebijakan 

menjadi kunci keberhasilan Otsus di Papua Barat Daya. 

Dampak Otonomi Khusus:  Pengkajian dampak otonomi khusus terhadap 

pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di Papua Barat Daya. 

1. Dampak Otonomi Khusus terhadap Pembangunan di Papua Barat Daya 

Penelitian ini mengkaji dampak Otonomi Khusus (Otsus) terhadap pembangunan 

sosial, ekonomi, dan budaya di Papua Barat Daya.  Hasil penelitian menunjukkan dampak 

yang beragam, baik positif maupun negatif, dengan kompleksitas yang memerlukan analisis 

lebih lanjut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak Otsus terhadap pembangunan di Papua 

Barat Daya masih beragam dan kompleks.  Beberapa program telah menunjukkan dampak 

positif, namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi.  Keterbatasan infrastruktur, 

sumber daya manusia, dan koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat utama. 

Evaluasi berkelanjutan dan adaptasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan Otsus dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan di Papua Barat 

Daya.   

2. Dampak terhadap Pembangunan Ekonomi: 

a. Potensi Sumber Daya Alam: Papua Barat Daya memiliki potensi sumber daya alam yang 

besar, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan.  Otsus diharapkan dapat 

mendorong pemanfaatan sumber daya alam ini untuk meningkatkan pendapatan daerah 

dan kesejahteraan masyarakat.  Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, 

seperti kurangnya infrastruktur, kapasitas SDM, dan teknologi yang memadai.  

Eksploitasi sumber daya alam juga berpotensi menimbulkan dampak negatif lingkungan 

jika tidak dikelola secara berkelanjutan. 

b. Pertumbuhan Ekonomi:  Data pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya masih perlu 

dikaji lebih lanjut untuk melihat dampak Otsus secara signifikan.  Faktor-faktor lain 

seperti kondisi global dan kebijakan nasional juga turut mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi.  Penelitian ini perlu menganalisis secara detail kontribusi Otsus terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dengan membandingkan data sebelum dan sesudah penerapan 

Otsus. 

c. Pemberdayaan UMKM:  Otsus diharapkan dapat memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) melalui akses pembiayaan dan pelatihan.  Namun, akses 

terhadap pembiayaan dan pelatihan masih terbatas, terutama di daerah terpencil.  

Penelitian ini perlu mengkaji secara mendalam bagaimana Otsus telah mendorong 

pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Papua Barat Daya. 

 

3. Dampak terhadap Pembangunan Sosial: 

• Akses Pelayanan Publik:  Otsus diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat 

terhadap pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan.  Namun, akses terhadap 
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pelayanan kesehatan dan pendidikan masih terbatas, terutama di daerah terpencil.  Kualitas 

pelayanan juga masih perlu ditingkatkan.  Penelitian ini perlu menganalisis secara detail 

akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di berbagai wilayah di Papua Barat 

Daya. 

• Pengurangan Kemiskinan:  Otsus diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di 

Papua Barat Daya.  Namun, data kemiskinan masih perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat 

dampak Otsus secara signifikan.  Faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi dan 

distribusi pendapatan juga turut mempengaruhi angka kemiskinan. 

• Kualitas Sumber Daya Manusia:  Otsus diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan.  Namun, kualitas 

pendidikan dan pelatihan masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan di Papua Barat Daya. 

4. Dampak terhadap Pembangunan Budaya: 

• Pelestarian Budaya Lokal:  Otsus diharapkan dapat melindungi dan melestarikan budaya 

lokal di Papua Barat Daya.  Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, 

seperti kurangnya pemahaman dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat.  Penelitian 

ini perlu menganalisis secara detail bagaimana Otsus telah berkontribusi dalam pelestarian 

budaya lokal di Papua Barat Daya. 

• Penguatan Identitas Lokal:  Otsus diharapkan dapat memperkuat identitas lokal di Papua 

Barat Daya.  Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya 

pemahaman dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat.  Penelitian ini perlu 

menganalisis secara detail bagaimana Otsus telah memperkuat identitas lokal di Papua 

Barat Daya. 

• Partisipasi Masyarakat:  Otsus diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan daerah.  Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, 

seperti kurangnya akses informasi dan kapasitas masyarakat.  Penelitian ini perlu 

menganalisis secara detail bagaimana Otsus telah meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan daerah. 

Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Otonomi Khusus di Papua Barat 

Daya  

Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi 

Otonomi Khusus (Otsus) di Papua Barat Daya.  Analisis dilakukan berdasarkan data kualitatif 

yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. 

Faktor Penghambat 

• Kesiapan Birokrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM):  Provinsi yang baru dibentuk 

masih menghadapi kendala dalam hal kesiapan birokrasi dan SDM.  Kekurangan tenaga 

ahli, kapasitas manajemen yang terbatas, dan kurangnya pengalaman dalam mengelola 

anggaran yang besar menjadi hambatan utama.  Sistem perekrutan dan pelatihan ASN 

yang belum optimal juga berkontribusi pada masalah ini. 

• Keterbatasan Infrastruktur:  Aksesibilitas yang terbatas, terutama di daerah terpencil, 

menjadi kendala besar.  Keterbatasan infrastruktur jalan, komunikasi, dan energi listrik 

menghambat distribusi bantuan, pengawasan program, dan partisipasi masyarakat.  

Kondisi ini memperparah kesenjangan pembangunan antara daerah pusat dan daerah 

terpencil. 

• Koordinasi Antar Lembaga:  Koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi penghambat.  Tumpang 

tindih program dan kurangnya sinkronisasi kebijakan menyebabkan inefisiensi dan 

duplikasi anggaran.  Kurangnya komunikasi dan transparansi antar lembaga juga 

memperburuk situasi. 
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• Partisipasi Masyarakat yang Terbatas:  Meskipun Otsus bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program masih 

terbatas.  Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Otsus, akses informasi yang 

terbatas, dan kesenjangan kapasitas antara masyarakat dan pemerintah menjadi faktor 

penyebabnya.  Hal ini menyebabkan program Otsus kurang relevan dan berdampak 

terbatas bagi masyarakat. 

• Potensi Konflik Sosial:  Potensi konflik sosial terkait pembagian sumber daya, 

pengelolaan pemerintahan, dan perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat masih 

menjadi ancaman.  Kurangnya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dapat 

menghambat implementasi Otsus dan mengganggu stabilitas daerah. 

Faktor Pendukung 

• Dukungan Pemerintah Pusat:  Komitmen pemerintah pusat untuk mendukung 

implementasi Otsus di Papua Barat Daya menjadi faktor penting.  Alokasi dana yang 

cukup besar dan dukungan teknis dari pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

• Potensi Sumber Daya Alam:  Papua Barat Daya memiliki potensi sumber daya alam yang 

besar, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membiayai 

program pembangunan.  Pengelolaan SDA yang baik dan berkelanjutan dapat menjadi 

pendorong utama pembangunan. 

• Keinginan Masyarakat untuk Berkembang:  Masyarakat Papua Barat Daya memiliki 

keinginan yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerahnya.  

Partisipasi masyarakat yang aktif dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dapat 

menjadi kekuatan pendorong implementasi Otsus. 

• Kerangka Hukum yang Ada:  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 memberikan 

landasan hukum yang kuat untuk implementasi Otsus.  Namun, implementasi yang efektif 

memerlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci dan operasional. 

• Inisiatif Daerah yang Proaktif:  Inisiatif dan komitmen pemerintah daerah untuk 

mengimplementasikan program Otsus secara efektif juga menjadi faktor pendukung.  

Kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas dari pemerintah daerah sangat penting untuk 

keberhasilan Otsus. 

Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Otonomi Khusus di  

Papua Barat Daya 

Penelitian ini mengkaji upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan implementasi 

Otonomi Khusus (Otsus) di Papua Barat Daya.  Analisis dilakukan berdasarkan data kualitatif 

yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, 

observasi partisipatif, dan studi dokumen.  Hasil penelitian menunjukkan beberapa upaya 

pemerintah, namun juga masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. 

Upaya Pemerintah: 

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN): Pemerintah telah 

menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi ASN di 

Papua Barat Daya.  Pelatihan difokuskan pada manajemen keuangan, perencanaan 

pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam.  Namun, intensitas dan kualitas 

pelatihan masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas yang 

kompleks.  Evaluasi berkala terhadap efektivitas pelatihan juga perlu dilakukan. 

2. Pembangunan Infrastruktur:  Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang 

signifikan untuk pembangunan infrastruktur di Papua Barat Daya, termasuk 

pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.  Namun, 

aksesibilitas masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil.  Perencanaan 



969 

 

pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan 

melibatkan masyarakat setempat. 

3. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga:  Pemerintah telah berupaya meningkatkan 

koordinasi antar lembaga melalui forum-forum koordinasi dan rapat-rapat koordinasi.  

Namun, koordinasi masih perlu ditingkatkan untuk memastikan sinkronisasi program 

dan menghindari tumpang tindih.  Mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan 

transparan perlu dikembangkan. 

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat:  Pemerintah telah berupaya meningkatkan 

partisipasi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan 

konsultasi publik.  Namun, partisipasi masyarakat masih terbatas karena berbagai 

faktor, seperti akses informasi yang terbatas dan kesenjangan kapasitas.  Upaya 

peningkatan partisipasi masyarakat perlu lebih intensif dan terintegrasi dengan 

program pembangunan lainnya. 

5. Mekanisme Pengelolaan Konflik:  Pemerintah telah membentuk forum-forum dialog 

dan mekanisme penyelesaian konflik untuk mencegah dan mengelola potensi konflik 

sosial.  Namun, efektivitas mekanisme ini masih perlu ditingkatkan melalui 

peningkatan kapasitas mediator dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian 

konflik. 

Kekurangan dan Rekomendasi: 

Meskipun terdapat upaya dari pemerintah, beberapa kekurangan masih perlu diperbaiki: 

1. Keterbatasan Anggaran:  Anggaran yang dialokasikan untuk Otsus di Papua Barat 

Daya, meskipun besar, masih belum mencukupi untuk mengatasi semua hambatan.  

Perencanaan anggaran yang lebih terarah dan efisien perlu dilakukan. 

2. Monitoring dan Evaluasi:  Sistem monitoring dan evaluasi implementasi Otsus masih 

perlu ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program.  Indikator 

kinerja yang jelas dan mekanisme evaluasi yang partisipatif perlu dikembangkan. 

3. Keterlibatan Swasta:  Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan di Papua Barat 

Daya masih terbatas.  Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif 

untuk menarik investasi swasta dan mendorong kemitraan publik-swasta. 

4. Penguatan Kelembagaan:  Penguatan kelembagaan di tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota sangat penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan Otsus.  Hal 

ini meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang 

baik. 

Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan implementasi Otsus di Papua Barat 

Daya telah menunjukkan beberapa kemajuan, namun masih terdapat kekurangan yang perlu 

diperbaiki.  Peningkatan koordinasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat, serta penguatan 

kelembagaan dan monitoring evaluasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan implementasi 

Otsus di masa mendatang. 

 

Kesimpulan  

Penelitian ini telah menganalisis kebijakan dan implementasi Otonomi Khusus 

(Otsus) di Papua Barat Daya, sebuah provinsi baru yang dibentuk pada tahun 2022.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi Otsus di Papua Barat Daya masih berada pada 

tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan kompleks.  Meskipun terdapat kerangka 

hukum yang memadai, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, implementasinya di 

lapangan masih menghadapi berbagai kendala. 

Temuan Utama:  

1. Regulasi yang Belum Detail:  Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 telah 

menetapkan kerangka Otsus, beberapa aspek masih memerlukan peraturan pelaksana 
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yang lebih rinci dan operasional untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman 

implementasi yang jelas. 

2. Kesiapan Aparatur yang Terbatas:  Kesiapan aparatur pemerintah dalam mengelola 

kewenangan yang luas masih terbatas.  Hal ini terlihat dari kurangnya kapasitas dan 

kapabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Otsus. 

3. Partisipasi Masyarakat yang Belum Optimal:  Partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

dan pengawasan program Otsus masih belum optimal.  Akses informasi yang terbatas dan 

kesenjangan kapasitas antara masyarakat dan pemerintah daerah menjadi kendala utama. 

4. Keterbatasan Infrastruktur:  Keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, 

menjadi penghambat utama dalam implementasi program Otsus.  Hal ini menyebabkan 

kesulitan dalam akses pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar. 

5. Potensi Konflik:  Potensi konflik terkait pembagian sumber daya dan pengelolaan 

pemerintahan perlu diantisipasi dan dikelola secara efektif. 
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